
 

1 
 

TUGAS AKHIR 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1/PID.SUS/2023/PT BDG 

TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BINARY OPTION 

DALAM ASPEK KEADILAN  

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Nama : Masagung Dharmawangsa Hutama 

Nim : 201810110311434 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2023 



 

ii 

 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1/PID.SUS/2023/PT BDG 

TENTANG  TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BINARY OPTION 

DALAM ASPEK KEADILAN 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  

Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

Disusun oleh : 

Nama : Masagung Dharmawangsa Hutama 

Nim : 201810110311434 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2023 



 

iii 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

 



 

v 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO 

 

 

Ungkapan Pribadi 

Jangan menyerah dalam menghadapi ujian yang ada ingat Allah SWT tidak 

membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya (Qs. Al-baqarah:286) 

 

 

Motto 

Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlah darinya dan mulai lagi 

  



 

vii 

 

ABSTRAK 

Nama   : Masagung Dharmawangsa Hutama 

NIM   : 201810110311434 

Judul   : Analisis Putusan Hakim Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG  

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Binary Option  

Dalam Aspek Keadilan  

Pembimbing  : Dr. Catur Wido Haruni., SH., M.Si., M.Hum 

     Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH 

Putusan Hakim Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG Tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang Binary Option dalam pertimbangnnya kurang menerapkan asas 

keadilan hukum. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini Pertama, 

Apa dasar pertimbangan hakim terhadap binary option Pada Putusan 

1/PID.SUS/2023/PT BDG tentang tindak pidana pencucian uang binary option. 

Kedua Bagaimana Putusan 1/PID.SUS/2023/PT BDG tentang tindak pidana 

pencucian uang binary option ditinjau dari aspek keadilan hukum. Metode 

penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan kasus. Sumber bahan 

hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan 

hukum yaitu studi kepustakaan. Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian dan pembahasan menunjukan hakim tidak mempertimbangkan barang 

bukti untuk dijadikan kompensasi ganti rugi untuk korban terdakwa. Kemudian 

untuk amar putusan point 1 – 4 sudah sesuai dengan aspek keadilan, akan tetapi 

pada point 5 tidak mencerminkan aspek keadilan yang nyata untuk bagi korban 

negara tidak dirugikan secara materil oleh terdakwa sehingga akan lebih bijak 

apabila harta kekayaan terdakwa dilelang guna dikembalikan kepada para korban. 

Selain itu dalam Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban ditegaskan bahwa korban dapat memperoleh 

restitusi. Saran penulis, Perlu direvisi Pasal 7A Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, Perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung 

untuk para hakim, Peraturan Kejaksaan untuk para jaksa, Peraturan polri mengenai 

binary option. Kemudian dilakukan pelatihan untuk pemahaman para penegak 

hukum mengenai fenomena binary option. 

Kata kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Pencucain Uang, Binary Option 
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ABSTRACT 

Nama   : Masagung Dharmawangsa Hutama 

NIM   : 201810110311434 

Judul   : Analisis Putusan Hakim Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG  

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Binary Option  

Dalam Aspek Keadilan  

Pembimbing  : Dr. Catur Wido Haruni., SH., M.Si., M.Hum 

     Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH 

Judge's Decision: Decision Number 1/PID.SUS/2023/PT BDG Concerning the 

Crime of Binary Option Money Laundering, in its consideration, does not apply the 

principles of legal justice. Based on this, the formulation of the research problem 

is First, what is the basis for the judge's consideration of binary options in Decision 

1/PID.SUS/2023/PT BDG regarding the criminal act of binary option money 

laundering. Second, how is Decision 1/PID.SUS/2023/PT BDG regarding the 

criminal act of binary option money laundering viewed from the aspect of legal 

justice. Normative juridical research method with a concept and case approach. 

The sources of legal materials used are primary and secondary. The technique for 

collecting legal materials is literature study. The analysis was carried out 

descriptively qualitatively. The results of the research and discussion show that the 

judge did not consider the evidence to be used as compensation for the defendant's 

victim. Then the verdict points 1 - 4 are in accordance with the justice aspect, 

however point 5 does not reflect the real aspect of justice so that the state's victims 

are not materially harmed by the defendant so it would be wiser if the defendant's 

assets were auctioned off to be returned to the victims. Apart from that, Article 7A 

of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Amendments to 

Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims 

emphasizes that victims can obtain restitution. Author's suggestion, Article 7A of 

Republic of Indonesia Law Number 31 of 2014 needs to be revised. Supreme Court 

Regulations need to be issued for judges, Prosecutor's Regulations for prosecutors, 

National Police Regulations regarding binary options. Then training was carried 

out for law enforcers to understand the binary option phenomena. 

Keywords: Judge's Decision, Crime of Money Laundering, Binary Options 
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